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2.1  Pengertian Peranan dan Kewenangan 
Peran  dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari 
seseorang dalam posisi tertentu. Peran  adalah seperangkat tingkah laku yang 
diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam 
suatu sistem. Peran berarti laku, bertindak.  Didalam kamus besar bahasa 
Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh 
orang yang berkedudukan dimasyarakat, sedangkan makna peran yang 
dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat 
dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut 
penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang 
memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada 
zaman yunani kuno atau romawi. 
Melihat dari defenisi diatas, dapat dikatakan bahwa peran yang 
dijalankan oleh seorang individu ataupun kelompok merupakan suatu 
cerminan dari sebuah harapan dan tujuan yang akan dicapai terhadap 
perubahan perilaku yang menyertainya. peranan adalah pertama: merupakan 
aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban 
sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan satu peranan. Kedua, peranan 
merupakan penentuan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta 
kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Ketiga, 
peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 
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dalam masyarakat sebagai organisasi ataupun yang penting bagi struktur sosial 
masyarakat. Peranan  merupakan sesuatu kegiatan memantau berbagai 
informasi yang diterima oleh organisasi dari dalam maupun dari luar 
organisasi sepanjang informasi tersebut ada kaitannya dengan  tujuan yang 
ingin dicapai. Peranan  adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang 
pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau suatu peristiwa. 
Pendapat tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi 
tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan 
sosial akan lebih besar peran atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan 
permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang 
dipimpinnya. 
Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang 
dimaksud peranan merupakan suatu yang menjadi bagian atau yang 
memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. 
Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata 
peranan, karena itu dalam menyatukan persepsi, maka berikut ini akan 
disajikan beberapa defenisi  tentang kata peranan. 
Adapun pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa 
Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan 
sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat 
keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung  jawab kepada orang lain 
atau badan lain. (Kamal Hidjaz (2010:35)). 
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan 
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tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. (ina 2009:26). 
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki 
seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan 
demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang 
dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal,  jadi kewenangan merupakan 
kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan 
memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum 
Administrasi Negara. 
Berdasarkan defenisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis 
berpendapat bahwa, kewenangan merupakan satu hak yang dimiliki oleh 
seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Philipus M. 
Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus 
bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenagan dan itu diperoleh melalui 
tiga sumber, yaitu Astribusi, Delegasi, dan Mandat. Kewenangan atribusi 
lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-
undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah 
kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus  M Hadjon 
pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal 
delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan 




Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir pengawasan adalah 
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana 
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang 
hendak dicapai. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana 
penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan 
lain-lain akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan 
membadingkan apa yang sedang atau yang sudah dikerjakan dengan apa yang 
direncanakan sebelumnya. Adapun pengawasan merupakan salah satu fungsi 
manajemen yang sangat penting, sehingga sebagai ahli manajemen dalam 
memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan 
unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. 
Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga 
keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana 
pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek 
manajemen modren pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-
fungsi manajemen lainnya. 
Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan 
tugas seseuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah, melaksanakan 
koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, 
menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang 
dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 
organisasi atau pemerintah. 
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Adapun jenis-jenis pengawasan yaitu: 
1. pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan   internal  badan yang ada 
dalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan 
pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit 
pengawasan yang terdapat dalam unit lembaga atau organisasi yang 
diawasinya. 
2. Pengawasan Preventif Represif. Pengawasan preventif ialah suatu bentuk 
pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut 
dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang 
melenceng. Sedangkan pengawasan Represif ialah suatu bentuk 
pengawasan yang dilaksankan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah 
selesai dilakukan. 
3. Pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan aktif ialah merupakan suatu 
bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang 
bersangkutan. Sedangkan pengawasan Pasif ialah merupakan suatu bentuk 
pengawasan yang dilaksanakan melalui bentuk penelitian  dan pengujian 
terhadap surat-surat ataupun laporan  pertanggung jawab yang disertai 
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. 
4. Pengawasab kebenaran Formil merupakan suatu bentuk pengawasan 
menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materi ikhwal maksud dan tujuan 
pengeluaran. 
 
2.3 Hak Asasi Manusia (HAM) 
Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan 
penderitaan, melainkan lebih dari itu untuk menjamin terlindungi hak dan 
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kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya 
termasuk jaminan untuk tidak dikembalikannya ke wilayah ketempat ia 
menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, 
keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya. 
HAM pengungsi tetap menjadi keniscayaan yang wajib dilindungi sekalipun 
negara mengalami kendala dalam mengalami kapasitas ekonomi. Rujukan 
tentang ekstensi dan penanganan pengungsi adalah konvensi PBB tentang 
pengungsi tahun 1951. Konvensi ini diadopsi tanggal 28 Juli 1951 melalui 
konverensi para wakil berkuasa penuh PBB melalui revolusi majelis umum 
429/V tanggal 14 Desember 1950. Konvensi yang terdiri atas 34 pasal itu 
menjelaskan tentang pengertian dan perlindungan terhadap hak-hak 
pengungsi. 
Menariknya, konvensi pengungsi 1951 hanya efektif untuk mengatasi 
pengungsi sebelum Januari 1952. Latar belakang sejarah pengungsi akibat 
perang dunia ke II kelihatan menjadi pertimbangan utama lahirnya pasal 1 
konvensi pengungsi. Pasal 1 konvensi menyatakan bahwa istilah pengungsi 
berlaku pada setiap orang yang mengalami ketakutan sehingga berada diluar 
negara tempat ia sebelumnya berada. 
Menurut Enny Soepropto, konvensi pengungsi 1951 dapat dianggap 
sebagai perkembangan hukum hak asasi manusia karena konvensi pengungsi 
merupakan instrumen Yuridis Internasional pertama yang mentransformasikan 
ketentuan-ketentuan tertentu dalam DUHAM untuk kategori orang tertentu. 
Keputusan presiden RI Nomor 40 tahun 2004 tentang rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009, mejelaskan bahwa 
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pengungsi internal, baik yang disebabkan oleh bencana maupun konflik, 
termasuk dalam kategori kelompok yang rentan pelanggaran HAM. Menurut 
wilis (2009:132), mekanisme pelaksanaan penegakan hukum teradap orang 
asing harus dilakukan dengan megadakan koordinasi dengan badan dengan 
badan atau instansi pemerintah yang dibidang tugas menyangkut orang asing, 
badan atau instansi pemerintah yang dibidang tugas menyangkut orang asing, 
badan atau instansi tersebut antara lain kementrian luar negeri, kementrian 
dalam negri, kementrian pertahanan keamanan, kementrian tenaga kerja 
kejaksaan agung. Badan intelijen negara, dan kepolisian republik Indonesia.  
Dengan adanya permasalahan seperti  di Indonesia, pemerintah 
membuat regulsi yaitu undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang 
keimigrasian. kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai  macam warga 
negara asing keluar dan masuk ke wilayah Indonesia menganut prinsip 
selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selectif. 
Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh willis (2009:132), hanya 
orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, 
bangsa dan negara republik Indonesia,  yang tidak membahayakan keamanan 
dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara 
kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang 
dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, 
untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan 
kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. 
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2.4  Perbedaan Imigran Gelap dan Pengungsi 
Menurut Peraturan Jendral Imigrasi pada pasal 1 tahun 2010 yang 
dimaksud dengan Imigran Gelap adalah orang asing yang masuk dan berada di 
wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan 
Imigram ilegal adalah untuk mencari suaka. Karena dinegaranya tidak ada 
Impian atau harapan akan kehidupan yang layak dan kebanyakan yang datang 
dari negara-negara yang berperang. Mereka ingin membuka lembaran baru 
untuk generasinya. Suaka adalah penganugrahan perlindungan dalam wilayah 
suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang kenegara 
bersangkutan  karena menghindari pengejaran atau bahaya besar ( Wagiman, 
2012:192). 
Sedangkan menurut lembaga UNHCR suaka adalah sebagai pengakuan 
secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak 
dan kewajiban tertentu. Pada perlindungan suaka terdapat aspek penting yakni 
terdapatnya prinsip Non-refoulement. Prinsip tersebut merupakan aspek 
penting dan menjadi dasar hukum fudamental dari hukum pengungsi. Konsep 
dari prinsip tersebut intinya melarang negaranya untuk memulangkan, 
mengembalikan, mengusir sekelompok / seseorang wilayahnya dimana nyawa 
ataupun kebebasan mereka terancam. Seseorang  pencari suaka adalah 
sekaligus untuk pengungsi. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai 
pengungsi. Pertama-tama adalah seorang pencari suaka. 
1. Karakteristik pencari suaka 
Menurut Sulaiman Hamid, (2002:89-90) praktek-praktek 
Internasional dalam menghadapi masalah permintaan dan pemberian 
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suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai 
karasteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka sebagai berikut: 
a. Suaka bukan sesuatu yang dapat di klaim sebagai hak  
b. Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan kalau 
memperbolehnya, menikmatinya. 
c. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara 
berdasarkan kedaulatannya. 
d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai 
tindakan damai dan Humaniter. Oleh karena itu pemberian suaka oleh 
suatu negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tindakan tidak 
bersahabat terhadap negara atau Pencari suaka. 
e. Sebagai lembaga yang bersifat Humaniter, suaka tidak boleh 
ditundukkan pada asas timbal balik. 
f. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas larangan 
pengusiran, larangan pengembalian paksa kenegara asal, termasuk 
penolakan diperbatasan Non ekstradisi pesuaka. 
g. Suatu  negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada 
seseorang atau permanen atau jangka untuk waktu panjang. Negara 
tersebut setidak-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada 
pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai 
imigran memperoleh suaka dinegara lain. 
h. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana Non-
politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB 
yang meliputi: Tindak pidana biasa, tindak pidana menentang 
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perdamaian, tindak pidana perang dan tindak pidana menentang 
kemanusiaan sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen 
Internasional yang bersangkutan. 
i. Pemberian suaka yang mengandung ketentuan yang mewajibkan 
pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan 
negara pemberi suaka. 
j. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-
ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka. 
Tradisi mengungsi terus berlangsung bersamaan dengan penindasan 
maupun karena ketidakpuasaan  manusia dinegara-negara asal mereka. Suaka 
pun menjadi salah satu kebiasaan dalam praktek hukum Internasional, yang 
diberikan kepada orang-orang yang terancam oleh pemerintah dinegaranya 
sendiri, baik alasan politik maupun agama. berbeda dari perjanjian ekstradisi, 
tidak ada perjanjian mengenai suaka, baik secara multilateral maupun 
bilateral. Sejarah ini, baru ada rancangan konvensi mengenai  di PBB. Tidak 
ada consesus apapun, dan setiap negara berhak memberikan suaka kepada 
siapa saja. Dasar hukum permohonan suaka berdalih adanya rasa takut 
ataupun ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan atau 
penyiksaan. 
Apabila membandingkan dengan batasan definisi pengungsi, alasan 
tambahan dari alasan tambahan dari permohonan suaka ialah adanya cukup 
alasan atau bukti bahwa yang bersangkutan terancam keselamatannya karena 
suatu alasan yang telah ditentukan hukum Internasional. Alasan tersebut 
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mencangkup sebab-sebab yang besifat Rasial, Agama, Kebangsaan, 
keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau kelompok politik.  
Disamping itu,  yang bersangkutan tidak mendapat jaminan  ataupun 
perlindungan yang seharusnya dinegara nya.  Tiap-tiap manusia memiliki hak 
interen untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun 
dapat dapat dengan sewenang-wenang dirampas haknya untuk hidup.  
Sehubungan dengan hal itu menarik untuk disimak perlakuan terhadap orang-
orang yang lari meninggalkan negaranya akibat tekanan yang mereka terima 
menuju luar negaranya. Hal-hal prisipal dan mendasar bagi perlakuan yang 
akan diterima pengungsi, dalam konvensi juga dicantumkan juga prinsip-
prinsip dasar bagi pencari suaka. 
Pada prakteknya, ada semacam pegertian bahwa memberikan 
pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak 
setiap negara. Dengan demikian suaka adalah hak negara, dan bukan hak 
individu yang memintanya. Karena itu penerima suaka umumnya mengambil 
kewarganegaraan negara pemberi suaka. Kalaupun tidak, orang itu tetap 
mendapatkan fasilitas dan hak-hak yang sama dengan warga negara di “negara 
baru” nya, kecuali hak-hak politik, misalnya hak suara dan pemilihan umum. 
Secara formal, pemberian suaka sebenarnya tak berbeda dengan 
pemberian kewarganegaraan bagi pengungsi umum. Perbedaannya adalah 
latar belakangnya. (Sulaiman Hamid, 2002) 
a. Kapan suaka berakhir ? 
Suaka akan berakhir apabila: 
Orang yang telah menerima perlindungan diserahkan kepada 
pemerintah atau negara asal si pencari suaka. 
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b. Orang yang menerima perlindungan tadi telah pergi dan atau menjadi 
warga negara lain (baik negara kedua maupun negara ketiga) (Sulaiman 
Hamid, 2002:99) 
Sedangkan pengertian pengungsi adalah suatu status yang diakui oleh 
hukum Internasional dan Nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya 
sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta 
hak-hak perlindungan atas hak-hak yang diakui oleh hukum Internasional 
ataupun Nasional (sulaiman Hamid, 2002:39) sedangkan menurut Proudfoot 
dalam (wagiman. 2002:98) pengungsi merupakan suatu kelompok orang-
orang yang terpaksa pindah ketempat lain akibat adanya penganiayaan, 
deportasi secara paksa pengusiran orang-orang dan perlawanan politik 
pemerintah yang berkuasa. 
 
2.5 Keamanan Nasional 
Keamanan Nasional menunjuk kebijakan publik untuk memastikan 
keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan 
militer dan perjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Secara prinsip 
proses tersebut dikembangkan di Amerika serikat setelah perang dunia kedua. 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keamanan Nasional adalah 
salah suatu keadaan negara atau bangsa yang aman, tentram dan bebas dari 
rasa takut atau khawatir, dari ancaman dan gangguan. 
Defenisi keamanan sendiri bukan hanya mencakup masalah keamanan 
secara mental tetapi juga secara fisik. Keamanan Nasional yang berorientasi 
dalam negri atau Internal, biasanya identik dengan bidang pertahanan. 
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Unsur Nasional, termasuk kedalam unsur ini adalah: 
a. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara  
b. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga 
negara dari lebih satu negara. 
c. Sarana dan prasarana serta  metode-metode yang di gunakan melapaui 
batas-batas teritorial suatu negara 
Permasalahan pengungsi saat ini telah menjadi kepeduliaan bersama 
masyarakat Internasional. Cikal bakal dan fokus kepeduliaan sangat terasa 
terutama usai perang dunia kedua,. Beribu-ribu orang mengungsi, khususnya 
negara-negara yang kalah perang dunia kedua. Lahirnya konvensi pengungsi 
1951 tentang status prngungsi juga merupakan bukti sekaligus kepedulian 
negara-negara didunia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sejak itu  
pengaturan pengungsi masuk dalam bagian perbincangan ranah hukum 
Internasional. Hukum Internasional diposisikan sebagai payungnya. Hukum 
Internasional itu sendiri memiliki sejarah panjang, bahkan sama tuanya 
dengan hukum Nasional negara-negara. Ia tumbuh dan berkembang dari 
kontribusi hukum-hukum Nasional itu sendiri. 
Kejahatan Internasional menurut Bassiouni (Abdussalam,2006:89) 
meliputi: 
Unsur Internasional, termasuk kedalam unsur ini adalah: 
a. Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia. 
b. Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia. 
c. Menggoyahkan perasaan kemanusiaan. 
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Unsur kebutuhan (necessity), termasuk kedalam unsur ini adalah 
kebutuhan akan kerja sama antar negara untuk melakukan penulangan. 
Selain itu, terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi suatu 
kejahatan sebagai kejahatan Internasional, yaitu: 
1. Tempat terjadinya kejahatan  
2. Kewarganegaraan dari pelaku atau korbannya 
3. Korban yang berupa harta benda yang bergerak dan atau tidak bergerak 
milik pihak asing 
4. Kombinasi dari ketiga butir tersebut diatas 
5. Tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal, rasa keadilan dan 
kesadaran hukum umat manusia. 
Antara hak asasi manusia dengan hukum pidana Internasional pada 
dasarnya saling erat hubungannya. Berkembang secara selaras peraturan 
perbuatan perlanggaran terhadap hak asasi manusia dalam ketentuan aturan di 
dalamnya. Apabila terjadi perlanggaran hak asasi manusia maka harus 
dilakukan penyelesaian yang tepat, guna mewujudkan rasa keadilan dan 
keamanan sebagai kewujudan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang 
melekat pada diri manusia. 
Penegakan hukum hak asasi manusia sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Michael Ignatieff, bahwa penegakan hak asasi manusia dalam lingkup 
Internasional tidak memberikan jaminan perlindungan yang efektif atas hak 
asasi manusia setiap individu atau kesejahteraan individu. Dengan demikian, 
tujuan hak asasi manusia pada intinya adalah berkaitan juga dengan suatu 
moralitas. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam lingkup Nasional tidak 
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seefektif diperkirakan oleh banyak pihak meskipun telah lama terbentuk 
organisasi Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 
dewan keamanan serta komisi hak asasi manusia yang ada di dalamnya. 
Atmasasmita (2005:18) mengemukakan mengenai upaya penegakan 
hak asasi manusia yang dipandang tidak efektif  sebagaimana yang dilakukan 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan kelemahan mendasar 
dalam mewujudkan kehendak masyarakat Internasional untuk 
memperjuangkan hak asasi manusia. Bahkan sebaliknya banyak peristiwa 
yang terjadi dinegara-negara miskin dan berkembang telah menjadi objek 
eksperimen untuk menuntut kepada negara-negara maju dalam kaitannya 
suatu proses peradilan hak asasi manusia (HAM). 
 
2.6 Defenisi Pengungsi 
Pengertian atau istilah “pengungsi” secara umum mengalami 
dinamikanya sendiri. Pada kamus bahasa Indonesia pengungsi diartikan 
sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya 
yang mengancam. Dalam terminologi bahasa Indonesia pengungsi tidak 
mencangkup baik tidak geografisnya maupun prasyarat penyebabnya.  
Pengungsi adalah sekelompok manusia yang rentan terhadap perlakuan 
yang tidak manusiawi baik dinegara asalnya maupun dinegara dimana mereka 
mengungsi. 
Terdapat dua jenis pengungsi, yaitu pengungsi internal dan pengungsi 
lintas batas. Perbedaan keduanya hanya pada wilayah. Pengungsi Internal 
adalah pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah 
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lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan suatu negara. Sedangkan 
pengungsi lintas batas merupakan mereka yang mengungsi kenegara lain. 
Pengungsi dalam bahasa Indonesia mencakup baik istilah „Refugee 
maupun “internally displacet person (IDP) “Dalam Bahasa Inggris. Hukum 
Internasional membedakan anatara refugee yang kemudian disesuaikan 
dengan istilah “ pengungsi lintas “ dengan “ IDP “ Yang disesuaikan dengan 
istilah “Pengungsi internal” 
Pengertian lain tentang pengungsi  merupakan orang yang berada 
diluar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar kekuatan 
yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat dari kesukuannya, 
agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau 
pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin 
memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun 
kembali kesana karena kekhawatiran keselamatan dirinya. Economic migrant 
merupakan seseorang  atau sekelompok orang yang mencari pekerjaan dan 
harus meninggalkan negaranya dengan pertimbangan aspek ekonomi. 
Refugees sur place merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bukan 
pengungsi sewaktu berada di negaranya namun kemudian menjadi pengungsi 
karena keadaan dinegara asalnya sewaktu orang atau kelompok orang tersebut 
tidak berada di negaranya. Statutory refugees merupakan seseorang atau 
sekelompok orang yang memenuhi kriteria pengungsi menurut instrumen 
hukum pengungsi Internasional sebelum tahun 1951. War refugees ialah 
seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya 
akibat pertikain bersenjata yang bersifat Internasional atau Nasional. 
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia di sebutkan bahwa akar kata dari 
istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah pengungsi, yaitu pergi 
mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri 
ketempat yang memberikan rasa aman, pengungsi adalah kata benda yang 
bearti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah 
kenegara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan 
dengan politik penguasa negara asalnya. 
Pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam, 
seperti banjir, gempa, gunung meletus, dan kekeringan. Mengungsi bisa terjadi 
karena bencana buatan manusia, seperti konflik bersenjata, pergantian rezim 
politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia. 
Mengungsi  dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun 
kenegara lain karena adanya perbedaan haluan politik. 
Pengertian pengungsi terdapat dalam pasal 1 ayat 2 protocol tanggal 31 
januari 1967, yaitu: 
Dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan 
karena alasan Ras, Agama, Kebangsaan, Keanggotaannya didalam kelompok 
soaial tertentu atau pendapat politiknya, berada diluar negaranya dan tidak 
dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh 
perlindungan dari negara tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh 
perlindungan dari negara tersebut,  atau seseorang yang tidak mempunyai 
kewarganegaraan yang berada diluar negara tempatnya menetap sebagai 
akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau di karenakan ketakutannya 
tersebut tidak ingin kembali kenegaranya. (google, 20 Juni 2016). 
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Pengungsi adalah orang-orang yang pergi meninggalkan negara tempat 
asal mereka karena adanya bencana perang saudara, kekerasan dan juga 
karena adanya perang berhak untuk mendapatkan status sebagai pengungsi 
dinegara-negara yang menjadi peserta konvensi tahun 1951 dengan tidak 
memperhatikan apakah adanya unsure rasa takut yang sangat akan persekusi 
sebagaimana diatur dalam pasal 1 A konvensi tahun 1951. 
Ketentuan ini mengandung kelima kteria yang harus dipenuhi untuk 
menentukan status pengungsi seseorang adalah: 
Ketakutan yang beralasan, penganiayaan, alasan ras, agama, 
kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat 
politik yang dimilikinya. (Anis Widyawati, 2014:57). 
Sebagaimana pada perkembangan ilmu hukum lainnya, hukum 
Internasional memiliki cabang-cabang pengembangannya. Hukum pengungsi 
Internasional sendiri merupakan bagian dari hukum Internasional. 
Pemberian suaka pada hakekatnya merupakan atribut kedaulatan dari 
suatu negara. Pemberian suaka merupakan pelaksanaan hak kedaulatan suatu 
negara atas teritorinya. Lembaga perserikatan bangsa-bangsa telah 
merekomendasikan agar semua negara mempertimbangkan prinsip-prinsip 
suaka. Apabila kelompok orang dalam jumlah yang besar meminta suaka 
dapat mempertimbangkan hanya atas dasar keamanan Nasional suatu negara. 
Suatu negara yang kesulitan dalam memberikan suaka dapat mengambil 
langkah-langkah dengan cara meminta bantuan dari negara-negara tertentu. 
Sebaliknya, sesuatu negara yang telah memberikan suaka kepada kaum 
pelarian tetrtentu maka negara lainnya harus menghormat tindakan dari negara 
yang bersangkutan. 
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Terdapat empat prinsip dasar yang dijalankan oleh negara terhadap 
pengungsi. Pertama, larangan pengungsi untuk memulangkan kenegara 
asalnya. Jika terjadi pemulangan maka negara pihak telah  dianggap 
melanggar ketentuan dari pasal 32 dan pasal 33 konvensi pengungsi. Kedua, 
negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan 
keamanan (security of refugees). Beberapa data menunjukkan bahwa 
perlindungan terhadap pengungsi rentan disebabkan perlakuan pihak 
keamanan negara yang dikunjungi. Kasus-kasus yang sering muncul seperti 
terjadinya tindakan perampasan atau perampokan dan pemerkosaan oleh 
warga negara keamanan setempat. Ketiga, negara tujuan atau negara transit 
tidak boleh menangkap pengungsi, penangkapan pengungsi yang berada  
dinegara tujuan atau negara transit bertentangan dengan pasal 31 konvensi 
tentang pengungsi. Pengecualian terhadap pasal 31 jika terbukti bahwa 
pengungsi melakukan tindak pidana dinegara tersebut. Keempat, pengakuan 
dan pemberian pemberian status kepada pengungsi hanyalah merupakan tahap 
awal agar pengungsi mendapatkan hak-haknya yang lain. 
Sementara itu pada konvensi tentang pengungsi menyebutkan empat 
prinsip yang harus dijalankan negara-negara peserta terkait dengan perlakuan 
yang harus diterima oleh pengungsi. Pertama, national treatment. Hal tersebut 
tercantum dalam pasal 4 perihal kebebasan menjalankan agama, pasal 16 
perihal kemudahan terhadap  akses kepengadilan, pasal 22 tentang hak untuk 
mendapatkan pendidikan dasar,pasal 20 perihal hak untuk  mendapatkan 
bahan mendapatkan bahan makanan yang memadai serta pasal 17 perihal hak 
untuk mencari nafkah. Kedua, prinsip treatment as accorded to nationals of 
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the country of their habitual residence. Untuk prinsip ini misalnya 
perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual hak untuk mendapatkan 
bantuan hukum. Ketiga, prinsip most-favored-treatment. Hal menyangkut 
perlakuan khusus yang di utamakan bagi seorang pengungsi untuk 
merelalisasikan hak-haknya, terutama untuk mencari nafkah. Keempat, prinsip 
treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than 
accorded to aliens generally. Prinsip ini tercantum dalam pasal 13 tentang 
pemilikan barang bergerak atau tidak bergerak, pasal 18 tentang hak-hak 
untuk berusaha, pasal 19 berupa hak untuk memilih profesi pekerjaan, pasal 
21 yaitu hak untuk mendapat pemukiman yang layak serta pasal 22 yaitu hak 
untuk mendapat pendidikan. 
Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UHNCR yang 
melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang  ditetapkan dalam statutanya 
tahun 1950 dinegara-negara yang bukan pihak pendatangan pada konvensi 
tahun 1951 protokol tahun 1967. Kewenangan tersebut dilakukan oleh 
UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak konvensi tahun 1951 dan 
protokol tahun 1967. Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk 
penaganan pengungsi yang masuk ke Indonesia.  
Kontieks normatif di Indonesia terkait dengan suaka telah ditegaskan 
dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar 1945 
(amandemen keempat tahun 2000 ) pada pasal 28 G ayat (2) menyatakan: 
“setiap orang berhak untuk bebas dari peyiksaan yang merendahkan 
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara 
lain” 
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Dengan adanya rumusan tentang hak untuk memperoleh suaka didalam 
undang-undang dasar 1945, bearti hak untuk mencari suaka merupakan hak 
yang dilambangkan dan dijamin secara konstitusional. Disampaing undang-
undang dasar 1945, penegasan tentang hak untuk memperoleh suaka kini juga 
ditegaskan dalam undang-undang  No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Dalam pasal 29 Undang-undang  No. 39 tahun 1999 di sebutkan: 
1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan 
politik dinegara lain 
2. Hak sebagamana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang 
melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan 
tujuan dan prinsip PBB 
Undang No 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negri pasal 25 
menyebutkan kewenangan memberikan suaka kepada orang asing berada 
ditangan Presiden dengan memperlihatkan pertimbangan mentri. 
Pasal 26 undang-undang No 37 menyebutkan pemberian suaka kepada 
orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
Nasional serta dengan memperhatikan hukum kebiasaan dan praktek 
Internasional. 
Pasal 27 undang-undang No 37 1999 menyebutkan : “ Presiden 
menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negri dengan 
memperhatikan pertimbangan mentri ”. 
Pada undang-undang No 1 tahun 1979 tentang ekstradisi pada pasal 5 
ayat 1 menyebutkan: “ ekstradisi  tidak diberlakukan terhadap kejahatan 
politik ”. 
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Pasal 14 undang-undang No 1 tahun 1979 menyebutkan: “permintaan 
ekstradisi ditolak, jika terdapat sangkaan cukup kuat, bahwa yang dimintakan 
ekstradisi yang dituntut,  dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan 
yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politik atau kewarganegaraannya, 
atau karena ia termasuk suatu suku bangsa atau golongan penduduk tertentu. 
Pengungsi atau pencari suaka yang masuk kewilayah Indonesia hukum 
Indonesia berada dalam situasi yang rumit. Tidak adanya legislasi hukum 
pengungsi di Indonesia merupakan kendala bagi operasional terkait dengan 
masuknya pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia. Situasi seperti 
ini terjadi karena hingga saat ini instrumen hukum Internasional terkait 
pengungsi belum di Inkorporasikan kedalam sistem hukum Nasional. 
Indonesia sampai saat ini tidak memiliki perundang-undangan yang secara 
khusus mengatur pencari suaka dan pengungsi. Hingga saat ini Indonesia 
belum menjadi pihak dan belum melakukan eksesi terhadap instrumen hukum 
Internasional khususnya terhadap konvensi Jenewa 1951 dan protokol New 
york 1967 tentang status pengungsi. 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
1. Berdasarkan pada penelitian terdahulu dalam skripsi Vilian Febri Morradi 
(2015) universitas negeri Semarang. Yang berjudul Rumah Detensi 
Imigrasi dalam perlindungan hak asasi manusia warga negara asing 
pencari suaka. Pada penelitian Vilian Febri Morradi, penulis menggunakan 
metode deskritif kulitatif, data peneliti diperoleh melalui wawancara dan 
dokumentsi. Sedangkan proses pengolahan datanya melalui penyajian, 
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data pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa RUDENIM Semarang dalam pemenuhan HAM bagi 
para pencari suaka sudah sesuai dengan peraturan Direktur  Pendetensian 
Orang Asing, dengan cara memberikan program-program yang 
dilaksanakan secara terstruktur. Jadi   hsil penelitian ini adalah bahwa 
RUDENIM sudah memberikan hak asasi manusia bagi pencari suaka yang 
berada di Semarang 
2. Berdsarakan pada penelitian terdahulu dalam skripsi Alvan Neira Putra 
(2015-2016 ) tentang peran Imigrasi dalam Penanganan Masalah pencari 
suaka. (studi kasus kerja sama pemerintah Indonesia dengan Internasional 
Organization of migration IOM) dalam Masalah pengungsi Rohingya. 
3. Dalam tesis Heru Hartono (2010) Universitas Sumatera Utara yang 
berjudul  Peran Imigrasi  Dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara 
Asing di Kota Medan. Dalam Penelitian Ini Penulis metode penelitiannya 
adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penulisan yang menganlisis 
faktor hukum yang tertulis serta mengkaji ulang tentang konsep. Sumber 
data hukum yang digunakan berupa data hukum primer dan data hukum 
skunder. Data hukum primer merupakan Undang-Undang No 9 tahun 
1992. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan dan 
perlindungan pengungsi di Indonesia dilaksanakan bekerja sama dengan 
badan Internasional yang mengangani masalah pengungsi yaitu UNHCR 
(United National High Commision Of Refugees) dan IOM (Internasional 
Organization of Migration) 
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2.8 Defenisi Konsep 
Untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dalam mentafsirkan 
istilah dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan konsep 
diantaranya: 
1. Peran yaitu sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang 
dalam posisi tertentu. 
2. RUDENIM yaitu singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat 
penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan 
yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan 
kenegaranya. 
3. Pengungsi yaitu sekelompok manusia yang rentan terhadap perlakuan 
yang tidak manusiawi baik dinegara asalnya maupun dnegara dimana 
mereka mengungsi. 
 
2.9 Konsep Pandangan Islam Mengenai Pengungsi 
Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perlindungan pengungsi 
terkait dengan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya. Dalam islam 
ada dua kata yang sering diterjemahkan sebagai hukum islam yaitu syariah 
dan fiqih.  
Syariah adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Jadi sumber 
Utama syariah adalah Quran dan sunnah Rosul. 
Sedangkan Fiqih adalah itihad manusia atas hukum syariah yang terdiri 
dari Quran dan Sunnah. 
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Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak hanya diakui tapi dilindungi 
sepenuhnya sebagai salah satu pilar bangunan islam. Prinsip ini secara tegas 
telah digariskan dalam Al- Quran dalam surat Al-isra ayat 70  
2.10 Indikator Penelitian 
 
Referensi  Indikator Sub Indikator 
Peraturan 











a. Pencacatan  
b. Pengembalian  
a. Keamanan 
 
a. Mengatur jadwal pembagian tugas  
pengamanan 
b. Melaksankan tugas penjagaan dan 
keamanan lingkungan di RUDENIM 
c. Ketertiban a. Melakukan pengaturan penempatan  
b. Pengisolasian  
c. Pemindahan detensi 
d. Menjaga ketertiban dan pengeluaran 
terdetensi dalam rangka pengusiran 
dan pemulangannya 
Sumber: Data Olahan Penelitian tahun 2016 
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